BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran BPSK Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa dengan
mediasi antara lain: sebagai institusi yang berwenang untuk menentukan /
memutuskan bentuk dan besarnya ganti-rugi para pihak yang
bersengketa; sebagai fasilitator untuk menerangkan Hak-hak dan
Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha; menerangkan rambu-rambu
perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha; secara aktif untuk
mendamaikan para pihak, agar tercapai kesepakatan untuk
menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga putusan yang diharapkan
dari musyawarah kekeluargaan tersebut adalah putusan yang bersifat
Win-Win Solution, bukan Win-Lose Solution seperti Putusan di
Pengadilan Negeri.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam
penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta antara lain:
BPSK tidak memiliki kekuatan upaya paksa untuk menghadirkan Pelaku
Usaha yang tidak bersedia hadir di BPSK. meskipun dalam UUPK,
BPSK dapat meminta bantuan dari Penyidik Umum (Polisi) namun
dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan; Pelaku Usaha mempunyai
kebebasan untuk memilih BPSK atau Pengadilan Negeri, sebagai tempat
untuk menyelesaikan Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat (2) UUPK),
Pelaku Usaha dapat menolak keinginan konsumen agar sengketanya
diselesaikan di BPSK; Bilamana para pihak sepakat memilih BPSK
sebagai tempat untuk menyelesakan sengketa konsumen, tetapi tidak
sepakat untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa
(Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase) maka BPSK tidak dapat menangani

pengaduan konsumen tersebut. Solusi pemecahan masalah pelaksanaan
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operasional BPSK di Kotamadya Yogya antara lain dengan cara : Perlu
diatur dalam UU PK kewenangan BPSK untuk dapat memaksa para
pelaku usaha dalam usaha penyelesaian sengketa konsumen melalui
lembaga mediasi dan terhadap setiap perjanjian hukum yang dibuat
tertulis antara pelaku usaha dan konsumen perlu mencantumkan salah
satu klausul mengenai penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak
di BPSK Yogyakarta.

B. SARAN

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi
perbaikan suatu penelitian empiris dilapangan. Untuk itu penulis
menguraikan sebagai berikut:

a. Perlu diatur dalam UU PK kewenangan BPSK untuk dapat memaksa para

pelaku usaha dalam usaha penyelesaian sengketa konsumen melalui
lembaga mediasi.

b. Terhadap setiap perjanjian hukum yang dibuat tertulis antara pelaku usaha
dan konsumen perlu mencantumkan salah satu klausul menganai

penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak di BPSK Yogyakarta.
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LAMPIRAN

Susunan kepengurusan BPSK Yogyakarta

No Nama Instansi Jabatan Tim
BPSK
1 Ir. H. Suyana Kepala dinas Ketua
Perindagkoptan kota
Yogyakarta
2 Anton Sudibyo,S.Sos.,S.H. LBH konsumen & Wakil ketua
kesehatan
Kepala bidang
3 Ir. Sri Harnanik perdagangan dinas Anggota
Perindagkoptan kota
Yogyakarta
4 Basuki Hari Saksono, S.H. Kepala bagian hukum Anggota
Setda kota Yogyakarta
5 Drs. Toto Sanyoto, M.M. LBH konsumen & Anggota
kesehatan
6 Drs. Sumono Wibowo Lembaga konsumen Anggota
Yogyakarta
7 Tachruri, S.H. Paguyuban pedagang Anggota
selular Yogyakakrta
8 Dra. Rahayu Lasmintosasi, Apt., M.Kes. Ikatan apoteker Anggota
indonesia
9 Agus Prasetya Kumara, S.E. CV. Industri Classica Anggota

Variasi

69




Unsur pemerintah :
- Ir. H. Suyana
- Basuki Hari Saksono, S.H.

- Ir. Sri Harnanik

Unsur Pelaku Usaha :
- Dra. Rahayu Lasmintosasi, Apt., M.Kes.
- Tachruri, S.H.

- Agus Prasetya Kumara, S.E.

Unsur Konsumen :
- Anton Sudibyo,S.Sos.,S.H.
- Drs. Toto Sanyoto, M.M.

- Drs. Sumono Wibowo.

Yang memiliki sertifikat mediator :

- Anton Sudibyo,S.Sos.,S.H.

- Ir. Sri Harnanik.
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